BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang tertera diatas, maka dapat di tarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Pembebanan hipotek kapal laut dapat dilakukan jika memenuhi syarat-
syarat yang tercantum dalam UU Pelayaran dan peraturan lainnya yang
menyebutkan bahwa kapal yang telah terdaftarlah yang dapat dijadikan
jaminan hipotek dan kapal tersebut pun harus berukuran paling sedikit
20 m3. Mengenai proses pembebanan hipotek pada kapal laut juga
dilakukan beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, Tahap Pengecekan
kapal di Syahbandar atau pelabuhan kapal tersebut terdaftar, Tahap
persetujuan untuk melakukan perjanjian, Tahap Permohonan, Tahap
Penandatanganan dan Tahap Pembebanan Hipotek atas kapal.
Pembebanan hipotek terhadap kapal akan dibuktikan dengan
dikeluarkannya grosse akta hipotek kapal yang dikeluarkan oleh
Syahbandar.

2. Eksekusi terhadap kapal laut dilakukan jika seorang debitor lalai atau

tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan prestasi yang telah
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B. Saran

disepakati. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan terdiri
dari berbagai macam seperti eksekusi dengan title eksekutorial, secara
parate melalui kantor lelang, eksekusi tanpa melalui kantor lelang,
eksekusi secara mendaku dan eksekusi melalui gugatan. Namun
biasanya eksekusi terhadap kapal yang dibebankan hipotek akan di
lakukan melalui pelelangan. Kedudukan grosse akta hipotek memiliki
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan
berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan lelangpun harus melalui
beberapa tahap sampai kapal tersebut dilelang yaitu, memastikan
terlebih dahulu bahwa debitor sudah cidera janji, meminta izin kepada
pengadilan untuk melakukan eksekusi atau pelelangan kapal,
mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang dan atau Balai Lelang, kemudian akan diumumkan
pengumuman mengenai pelelangan kepada masyarakat, setalah
mendapatkan pemenang dari pelelangan maka akan di kerluarkan akta
risalah lelang. Dalam pelaksanaan eksekusi pun tidak selalu berjalan
lancar yang artinya terjadi kendala seperti kapal yang berpindah-pindah,
biaya eksekusi yang tinggi dan ketidakterimaan debitor dalam hal

wanprestasi.

1. Untuk peraturan yang mengatur pembebanan hipotek atas kapal pada

dasarnya terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan

mengenai pendaftaran kapal dan kebangssan kapal diatur dalam Peraturan
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Menteri No. 39 Tahun 2017 terhadap pelaksanaannya. Hal ini seharusnya
dapat dijadikan satu kesatuan peraturan mengenai hak atas kapal baik yang
ingin dijadikan jaminan hipotek maupun tidak, karena dengan adanya satu
peraturan yang mencakup keduanya dengan lengkap dan tidak secara
terpisah akan membuat peraturan mengenai hal tersebut lebih praktis dan
efisien tanpa harus melihat banyak peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan eksekusi atau pelelangan disarankan agar Pemerintah
dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit

terutaama mengenai persyaratan dan pelaksanaan pelelangan.
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